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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 2 

disebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah adalah salah satu 

kegiatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sangat rumit 

penangananya dan harus membutuhkan penanganan secara khusus.  

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan pemerintahan berdasarkan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pengelolaan Barang Milik Daerah 

harus dilakukan secara profesional dalam kerangka tertib pemerintahan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial, administratif maupun yuridis. 

Disisi lain, desentralisasi telah membawa tantangan bagi pemerintah daerah dalam 

mencapai pemerintahan yang demokratis dan mampu menyediakan dan 

melaksanakan terciptanya pelayanan yang jauh lebih baik bagi semua masyarakat 

yang ada. Perubahan positif tersebut perlu untuk didukung oleh para staf 

pemerintah Daerah, Legislatif, media lokal, dan masyarakat-masyarakat yang ada, 

dengan terlibat secara lebih aktif mulai dari perencanaan, pengangaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan.  

 Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah yang professional 

transparan, akuntabel, terukur, merupakan sebuah langkah yang harus di ambil 
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untuk bisa mengedepankan prinsip Good Governace. Pengelolaan barang Milik 

Daerah harus di kelola dengan berpatokan pada peraturan pemerintah yang sedang 

berlaku. Ketercapain pengelolaan barang, Milik daerah yang trasparan, akuntabel 

efektif telah diatur oleh pemerintah dalam peraturan tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yakni PP Nomor 28 tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 27 

Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni mengefektifkan 

pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset barang milik daerah, melalui 

rekomendasi hasil  temuan  dan audit Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) RI  

perwakilan provinsi Sulawesi selatan maka hal tersebut telah dicapai oleh 

kabupaten Toraja Utara yang dibuktikan melalui Laporan Keuangan Daerah yang 

memperoleh predikat  opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hal ini lah yang 

sangat memotivasi setiap daerah untuk belomba lomba untuk meraih perdikat 

tersebut karena sangat mempengaruhi kredibilitas pemerintahan suatu daerah 

tertentu pada umumnya secara khususnya tidak terkecuali Kabupaten Toraja 

Utara. 

Tabel 1.1  Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 

Tahun  2015 - 2019 

Tahun Laporan Keuangan Opini Laporan Keungan 

2015 Wajar Tanpa Pengecualian 

2016 Wajar Tanpa Pengecualian 

2017 Wajar Tanpa Pengecualian 

2018 Wajar Tanpa Pengecualian 

2019 Wajar Tanpa Pengecualian 

    Sumber : Pemda Kab. Tana Toraja Utara (2020) 
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 Raihan predikat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Toraja Utara menggambarkan keseriusan berbenah dengan mereviw dan 

memperbaiki penyajian Laporan Keuangan sehingga dapat meraih predikat opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 

dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas 

transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk 

transaksi pembiayaan dan perhitungan. Pertanggungjawaban atas BMD kemudian 

menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan Informasi BMD 

memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) 

yaitu berkaitan dengan pos-pos persedian, aset tetap, maupun aset lainnya. 

Kemampuan Kabupaten Toraja Utara dalam menindaklanjuti temuan-temuan 

BPK khususnya terkait dengan pengelolaan BMD sehingga dapat meraih opini 

WTP menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait faktor-faktor pendukung 

keberhasilan tersebut. 

Dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik  (Edward III, 1980), terdapat 

empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan,  

yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari 

teori tersebut, keberhasilan kebijakan publik dalam bentuk pengelolaan Barang 

Milik Daerah yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya dalam hal ini 

sumber daya manusia yang berkompeten. Menurut  Yusuf (2013) bahwa seorang 

pegawai pemerintah yang kompeten harus mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini 

aparatur daerah harus memiliki pengetahuan, kualitas, dan pemahaman yang 
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memadai tentang sistem pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut. Darno (2012) 

mendefenisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kapasitas individu untuk   

mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan 

seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual 

dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu 

organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual 

seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang 

pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. 

Lu  (2011)  menyimpulkan  bahwa  proses  manajemen  dipengaruhi  oleh 

siklus hidup aset, strategi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sumber 

daya,  dan  monitoring,  integritas,  dan  transparansi.  Hal ini  sejalan  dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) bahwa pemberdayaan dan 

pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik dapat meningkatkan kualitas 

pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

SKPD/UKPD. 

Darno (2012) menambahkan bahwa dalam pekerjaan khususnya kegiatan 

administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual lebih dominan 

dibandingkan pada kemampuan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan bersumber dari latar 

belakang  pendidikan  dan  pengalaman  yang  dimiliki.  Darno  juga  menemukan 

bukti  adanya  pengaruh  positif  variabel  kemampuan  sumber  daya  manusia 

terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Begitu pula dengan hal senada 

yang diumgkapkan oleh Tulungen (2014) bahwa tenaga kualifikasi yang 
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berkompeten dan berpengalaman dalam rangka pengadaan barang dan jasa 

mempengaruhi pengelolaan manajemen aset di Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara. Haryanto (2013) menemukan bukti empiris adanya pengaruh 

kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang kuasa 

pengguna. Namun Ashar (2013) menemukan hasil penelitian berbeda dimana 

Kualitas aparat daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen aset. 

Sumber Daya yang juga penting untuk mendukung keberhasilan 

implementasi pengelolaan BMD menurut Teori Implmentasi Kebijakan Publik 

(Edward III, 1980) adalah fasilitas dalam bentuk pemanfaatan teknologi 

informasi. Teknologi ini digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi 

tapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi kepada setiap   pengguna yang 

dituju, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non 

keuangan. Tujuan perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi informasi 

antara lain untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, 

efektivitas dan efesiensi dalam pekerjaan. 

Yusuf (2013) menyatakan bahwa kesulitan yang dirasakan oleh 

pemerintah daerah dalam membuat neraca awal adalah mengumpulkan data aset 

dan pencatatan aset pada SKPD serta penilaian aset. Hal ini terjadi karena data 

aset umumnya tidak tercatat dengan baik ketika diperoleh atau ketika dilakukan 

pembelian maupun ketika terjadi mutasi atau perubahan-perubahan aset. Sehingga 

pengelolaan barang daerah yang jumlahnya sangat besar dan bervariatif ini 

dibutuhkan sistem informasi manajemen barang daerah. Melalui sistem ini 
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diharapkan pendataan barang daerah dapat dilakukan secara akurat dan up to 

date.  

Penelitian tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah 

sudah dilakukan oleh Azhar, et al. (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi 

berpengaruh terhadap manajemen aset. Hasil penelitian Haryanto (2013) juga 

membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Sedangkan Darno (2012) juga 

membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Namun demikian hasil 

penelitian dari (Astini, 2018) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana sistem 

informasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas manajemen aset tetap.  

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

ada variabel lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD. Teori 

stewardship (Donaldson & Davis, 1991) menggunakan pendekatan governance 

atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk 

menguji situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk 

bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi. Pertimbangan faktor 

psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa 

motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagai 

bentuk tata kelola yang mendukung keberhasilan organisasi.   

Simamora dan Halim (2012) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran adalah sumber daya manusia, 

bukti kepemilikan aset, penilaian aset, komitmen pimpinan. Hasil Penelitian  
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Belo, et all (2018) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan 

Barang Milik daerah dengan variabel Komitmen Pimpinan sebagai variabel 

moderasi dengan hasil penelitian Komitmen Pimpinan tidak mampu memoderasi 

kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pengelolaan BMD tetapi Komitmen 

Pimpinan  mampu memoderasi variabel sistem Informasi Manajemen terhadap 

kualitas pengelolaan BMD. 

Adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait 

hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas teknologi informasi serta untuk 

membuktikan peran komitmen pimpinan dalam memperkuat hubungan antar 

kedua variabel tersebut terhadap efektivitas pengelolaan BMD mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian.  

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tesebut di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas 

pengelolaan BMD? 

2. Apakah Kualitas Sistem Informasi berpengaruh signifikan terhadap 

Efektivitas pengelolaan BMD? 

3. Apakah Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kompetensi SDM 

terhadap Efektivitas pengelolaan BMD? 

4. Apakah Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kualitas Sistem 

Informasi terhadap Efektivitas pengelolaan BMD 
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5.  Apakah Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Efektivitas 

Pengelolaan BMD. 

 

1.3. Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efektivitas 

Pengelolaan BMD. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap 

Efektivitas Pengelolaan BMD. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Pimpinan dalam memoderasi 

pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Pimpinan dalam memoderasi 

pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan 

BMD. 

5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen pimpinan terhadap Efektivitas 

Pengelolaan BMD. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kajian ilmiah dalam 

ilmu ekonomi khususnya aplikasi teori stewardship dan teori implementasi 

kebijakan publik di sektor pemerintahan dalam hubungannya dengan penciptaan 

good government governance.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah 

dalam pengambilan keputusan terkait faktor yang dapat meningkatkan efektivitas 

pengelolaan aset barang milik daerah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory) 

Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa Stewardship theory 

menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-

tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi. Stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991) 

mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan 

kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimisasi 

utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimisasi utilitas kelompok ini 

pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam 

kelompok organisasi tersebut. 

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 

sektor publik seperti organisasi pemerintahan, sejak awal perkembangannya, 

akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai 

penggerak (driver)  berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks 

dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan 

organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya 

tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit 

untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi 
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kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai 

keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan 

(amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (manajemen) yang 

lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas 

dasar kepercayaan (amanah=trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan 

organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah 

stewardship theory. 

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 

manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang 

tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan 

organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi 

yang telah dirancang dimana para penerima amanah (steward) termotivasi untuk 

bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (principal), selain itu perilaku 

steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai 

sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara prinsipal 

dan steward dalam hal ini rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai 

steward, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang 

dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki 

integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. 

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan 

(penatalayanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (fundamental assumptions 

of stewardship theory). Beberapa pertimbangan penggunaan stewardship theory 

sehubungan dengan masalah penelitian ini : 
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1. Manajemen sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelolah) 

Stewardship theory memandang bahwa manajemen organisasi  sebagai 

“stewards/penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif 

dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas 

mengenai praktek pelaporan keuangan yang baik (berkualitas) termasuk 

pelaporan BMD. Pemerintah Daerah bertindak sebagai stewards, penerima 

amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para 

pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak 

langsung melalui wakil-wakilnya.  

2. Pendekatan governance menggunakan sosiologi dan psikologi 

Teori stewardship menggunakan pendekatan governace atas dasar 

psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk 

menguji situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi 

untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi. 

Implikasinya pada penelitian ini adalah Pemda memberikan pelayanan 

kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga 

pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat guna mencapai 

good governance. Penelitian ini mengarah ke pendekatan governace yaitu 

menghasilkan informasi laporan BMD yang berkualitas dengan 

mempertimbangkan faktor psikologi. Pertimbangkan faktor psikologi 

dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa 

motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.  

3. Model Manusia, berprilaku kolektif untuk kepentingan organisasi  
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Model of man pada stewardship theory didasarkan pada steward (pelayan) 

yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan 

utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan 

antara perilaku self serving dan pro-organisational. Steward akan 

mengantikan atau mengalihkan self serving untuk bertindak kooperatif. 

Kepentingan antara steward dan principal tidak sama, tetapi steward tetap 

akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa 

terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan 

tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya dengan 

melakukan efisiensi biaya dan peningkatan  kualitas/kinerja. Implikasi 

pada penelitian ini bahwa manajemen secara kolektif (bersama-sama) dan 

kooperatif mengarahkan seluruh  kemampuan dan kualitasnya untuk  

menghasilkan informasi laporan keuangan Pemda yang berkualitas.   

4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principals  

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para pimpinan 

tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada 

sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga steward 

(manajemen) bertindak sesuai keinginan prinsipal. Konteks penelitian ini 

adalah pengelolaan BMD yang efektif, terdapat manajemen yang 

cenderung bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan 

(stewardship theory). Seorang aktor yang rasional yang  tidak dimotivasi 

oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah 
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(penatalayanan) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan 

prinsipal. 

5. Kepentingan manajer-principal adalah konvergensi  

Teori stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan 

principal adalah kovergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang 

sama menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi. Kepentingan 

organisasi tercapai maka kepentingan individu juga terpenuhi. Penelitian 

ini menggunakan variabel kemampuan Sumber daya manusia dan 

komitmen pimpinan keduanya diasumsikan mempunyai tujuan yang sama 

dengan principals menuju satu titik yaitu pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang baik. 

6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan  

Teori stewardship menggunakan struktur yang memfasilitasi dan 

memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel Kualitas sistem 

informasi. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi 

dan memberdayakan pengelolaan BMD menjadi efektif. 

7. Hubungan principals-manajemen saling percaya 

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia 

yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan 

penuh tangung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak 

lain. Filosofis  tersebut tersirat dalam hubungan fidusia antara principals 

dan manajemen. Stewardship  theory memandang manajemen sebagai 
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institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 

kepentingan principals maupun organisasi.  

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan 

eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan tepat,  melaksanakan  pengelolaan BMD  yang diamanahkan 

kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik  maupun kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai secara maksimal.  

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya 

dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini 

terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu 

kebijakan,  yaitu :  

a. Komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila 

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan 

peraturan impelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada 

bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun 

harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian 

informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor 
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akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan 

diterapkan dalam masyarakat. 

b. Sumber daya 

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : 

1. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, 

ataupun tidak kompoten dibidangnya.  

2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari 

para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. 

3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik.  

4. Fasilitas; Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti 

apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan 

tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
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c. Disposisi 

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward 

III (1980) adalah: 

1. Pengangkatan birokrat;  

2. Insentif 

d. Struktur Birokrasi 

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para 

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan 

kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu 

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi  

tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan 

sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi dengan baik. 

Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

impelementasi suatu kebijakan dalam hal pengelolaan BMD adalah variabel 

sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas dalam bentuk sistem 

informasi dan struktur birokrasi. 
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2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

 Pengertian kompetensi menurut Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif 

dan efisien. Adapun menurut (Rifa'i, 2014) kompetensi merupakan kemampuan 

atau keahlian dalam membuat sesuatu bentuk atau pekerjaan sesuai dengan skill 

dan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang dimiliki dari pendidikan formal 

maupun informal yang akan membentuk sikap profesional dalam bekerja. Selain 

itu menurut Mulyasa kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat 

perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan 

memikirkan, serta memberikan perhatian dan mempersepsi yang mengarah pada 

seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan 

efisien. (Fauzi, 2019). Demikian dapat kita simpulkan bahwa kompetensi 

merupakan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki seseorang dalam 

menjalankan tugasnya secara efektif. 

 Adapun pengertian dari aparatur daerah yakni pegawai negeri yang 

bertugas di suatu daerah tertentu. Pegawai Negeri menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor43 Tahun 

1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1, adalah mereka yang 

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 
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jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kompetensi aparatur daerah dapat kita artikan bahwa kemampuan, 

keahlian serta perilaku yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri dalam suatu 

daerah tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Spencer dan Spencer 

dalam  (Hutapea & Thoha, 2008) kompetensi juga dibentuk oleh beberapa 

komponen yakni: 

1. Pengetahuan, informasi yang diketahui atau dimiliki seseorang 

2. Keterampilan, keampuan atau kealihan seseorang dalam suatu bidang 

3. Konsep Diri, sikap atau nilai seorang individu. 

4. Ciri Diri, karakter bawaan diri yang sifatnya konsisten. 

5. Motivasi, keinginan atau dorongan dalam menjalankan tugas. 

 Kompetensi pengelola aset daerah dapat berpengerah terhadap efektivitas 

pengelolaan aset daerah. Kompetensi seseorang akan terwujudnyatakan melalui 

kinerja yang ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh 

(Moeheriono, 2009) bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk 

memprediksikan kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetesi dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang. Selanjutnya melalui kinerja seorang pengelola 

barang milik daerah dapat kita nilai seberapa efektifnya pengelolaan barang milik 

daerah. 

2.1.4 Kualitas Sistem Informasi  

 Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang membantu 

dalam pengumpulan, pengolahan, serta analis data yang akan kemudian disajikan 



 

20 

 
 

dalam bentuk informasi yang bernilai dan mendukung dalam pengambilan 

keputusan sehingga berguna dalam fungsi operasi  manajemen (Machmud, 2013). 

Menurut Zuliatun dalam ( Lengkey, Nangoi, & Wokas, 2019) SIMDA 

Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

yang merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk 

melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berbasis kinerja. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa 

sistem informasi manajemen daerah merupakan suatu aplikasi yang 

dikembangkan oleh pihak pemerintah guna membantu dalam pengolahan, 

pengumpulan serta analisa data sehingga mendukung dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan operasi manajemen.  

Adapun tujuan pengenbangan aplikasi SIMDA menurut (Ole, 2014) yakni: 

1. Menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari 

aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan public. 

2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada 

manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan 

pengambilan keputusan. 

3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan 

mendayagunakan teknologi informasi.  

4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah. 
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Dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif maka aplikasi 

SIMDA sangatlah membantu dalam pengolahan data secara akurat, cepat dan 

tepat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Alfiani dalam (Hendri & NR, 

2020)bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem 

berbasis dengan aplikasi teknologi yang telah dikembangkan yang mendukung 

tercapainya akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan 

SKPKD maupun ditingkat akuntansi SKPD.  

2.1.5 Komitmen Pimpinan 

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen. Karena 

adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan 

untuk memimpin dan dipimpin. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan 

diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan 

memperkuat otonomi daerah. Era Otonomi daerah ini menuntut adanya 

keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur 

negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan. Harus diterima bahwa 

peranan kepemimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian 

efektifitas  kepemimpinan  dari  seorang  pemimpin  merupakan  suatu  hal  yang 

sangat didambakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan 

kepemimpinan tersebut. Dalam perspektif administrasi, pimpinan atau manajer 

merupakan orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau unit yang 

dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai 
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peran atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu 

posisi (Mitzberg dalam Herminingsih, 2009). Mitzberg menjelaskan bahwa 

manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam 

melaksanakan tugas - tugas yang dipercayakan antara lain: 

a. Peran   interpersonal.   Dalam   hal   ini   seorang   manajer   harus   dapat 

memainkan peran sebagai forehead, leader, dan liaison (penghubung). 

b.  Peran   informasional.   Dalam   hal   ini   seorang   manajer   harus   dapat 

memainkan perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai 

spokesperson. 

c. Peran  penagambil  keputusan.  Peran  ini,  manajer  digambarkan  sebagai 

entrepreneur,   disturbance   handle   (penangkal   masalah),   resources 

allocator (pengalokasi sumber daya) dan negotiator (negosiator). 

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan di atas, akan membutuhkan 

sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja 

sejajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, 

membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan 

dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang 

ada. Menurut Sopiah (2008) fungsi kepemimpinan terbagi menjadi: 

a. fungsi pemecahan  masalah  atau  fungsi  yang  bertalian  dengan  tugas  

yaitu  mencakup fungsi pemberian saran pemecahan, informasi, dan 

pendapat,  

b. fungsi sosial atau fungsi pembinaan kelompok meliputi segala sesuatu 

yang membantu kelompok beroperasi secara lebih lancar. 
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Menurut Simamora dan Halim (2012), komitmen pimpinan diperlukan 

dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan barang milik 

daerah. Hal-hal yang penting diperhatikan Kepala SKPD dalam pengelolaan 

barang milik daerah yang lebih baik, diantaranya adalah: 

a. Tidak sering melakukan pergantian personal pengurus dan penyimpan 

barang. 

b. Pengurus dan penyimpan barang harus bekerja 1 (satu) tahun anggaran 

sesuai dengan surat keputusan penganggakatan. Jika pergantian petugas 

pengelola barang diperlukan harus ada kaderisasi terlebih dahulu terhadap 

penggantinya. 

c. Kepala SKPD memberikan perhatian serius bagi barang milik daerah 

yang dikelolanya secara profesional. 

d. Tidak menomorduakan urusan pengelolaan barang milik daerah, karena 

posisi kepala  SKPD  selain  sebagai  pengguna  anggaran  juga  sebagai  

pengguna barang   yang   bertanggungjawab   terhadap   barang   milik   

daerah   yang dikelolanya. 

e. Kepala  SKPD  diperlukan  bukan  hanya  menerima  masukan  tapi  

harus merealisasikan solusi penyelesaian masalah pengelolaan barang 

milik daerah.  

Salah satu  kriteria efektifitas  kepemimpinan  adalah kemampuan  dalam 

pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam mengambil 

keputusan tidak terutama diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah 

keputusan yang diambil, tetapi jumlah keputusan yang diambil yang bersifat 
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praktis, realistik dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian 

tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pimpinan juga 

berperan serta dalam proses pengelolaan keuangan yang lebih baik.  

2.1.6 Efektivitas Pengelolahan Aset Barang Milik Daerah 

 Berbicara tentang efektivitas menurut Miller yakni seberapa jauh sistem 

social mencapai tujuannya (Tangkilisan, 2005). Adapun pengertian efektivitas 

menurut KBBI yakni sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau 

tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan 

instruksional khusus yang telah dicanangkan. Pengertian efektivitas menurut 

(Ekasari, 2020) yakni berhubungan dengan keluaran (output) dan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita tarik 

sustu kesimpulan bahwa efektivitas berbicara mengenai segala daya usaha yang 

dilakukan demi tercapainya sasaran atau tujuan yang diinginkan. 

 Adapun pengetian dari pengelolaan yaitu suatu kegiatan yang mana 

memerlukan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pengelolaan biasa juga disebut dengan manajemen yang mana harus mengikuti 

aturan yang menjadi ketetapan agar setiap tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Pengertian pengelolaan menurut (Terry, 2006) dianggap sama dengan manajemen 

yang mana dipahami pada kegiatan proses membeda-bedakan atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan 

seni demi mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun pengertian pengelolaan atau 

manajemen menurut yakni proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan 



 

25 

 
 

dan pengenadalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber 

daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Demikian bahwa dapat kita simpulkan pengelolaan atau menajemen memiliki 

pengertian yakni suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses perencanaan, 

pelaksanaan serta pengawasan demi mencapai tujuan yang telah disepakati. 

Selanjutnya pengertian dari aset barang milik daerah yakni salah satu alat 

penyelegaraan roda pemerintah guna mendukung pelayanan 

masyarakat/stakeholder (Suparman & Sangadji, 2018). Adapun menurut 

Mardiasmo dalam ( Kalangi, Kalangi, & Warongan, 2017) mengatakan bahwa, 

secara umum, aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber 

daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai 

tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian dapat kita simpulkan bahwa 

aset barang milik daerah yakni segala bentuk aset atau kekayaan daerah yang 

mendukung terselenggaranya kepemerintahan. 

Menurut Mardiasmo (2004), prinsip dasar dari keberhasilan proses 

pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tiga hal utama yaitu (1) perencanaan 

yang tepat; (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) 

pengawasan (monitoring). Pengelolaan barang milik daerah adalah satu cara 

meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan barang milik daerah dari suatu entitas. 

Oktaviana (2010) menyatakan bahwa secara umum, pengelolaan aset 

pemerintah daerah mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: 1) Perencanaan 

yang mencakup: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
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penyimpanan, penyaluran dan penggunaan, 2) Penatausahaan  yang mencakup: 

inventarisasi, penilaian, pembukuan dan pelaporan, 3) Peningkatan produktifitas 

yang mencakup: pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan, 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Berdasarkan keseluruhan defenisi di atas maka secara keseluruhan dapat 

kita tarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan aset barang milik 

daerah yakni suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap 

kekayaan atau aset daerah dei terselenggaranya roda kepemerintahan.  

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar, et al. (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi terhadap 

Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh) yang diuji 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel independennya terdiri 

dari kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi. Sedangkan variabel 

dependennya adalah manajemen aset. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar 

menyatakan bahwa secara bersama–sama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan 

sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Sedangkan secara parsial 

kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara 

dua variabel bebas lainnya yaitu regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen aset. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) yang berjudul “Sumber 

Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas 
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Pelaporan Aset Daerah”, yang dipilih sebagai variabel independennya adalah 

kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan tekonologi informasi. 

sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan aset daerah. Dalam 

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

aset daerah. Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi 

informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD. 

Halim (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen 

Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan 

secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai 

Kepulauan. 

Darno (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja 

Wilayah Kerja KPPN Malang). Variabel independen pada penelitian ini adalah 

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Barang Kuasa 

Pengguna. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 
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kualitas laporan barang kuasa pengguna. Satuan kerja harus mengelola sumber 

daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk 

meningkatkan kualitas laporan barang kuasa pengguna. 

Penelitian Simamora dan Halim (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi  Pengelolaan  Aset  Pasca Pemekaran  Wilayah  dan  Pengaruhnya 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan”, 

menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia, Bukti Kepemilikan 

Aset, Penilaian Aset, Komitmen Pimpinan. Variabel intervening dan variabel 

dependen penelitiannya adalah pengelolaan aset dan kualitas laporan keuangan, 

seluruh   faktor   tersebut   berpengaruh   terhadap   kualitas   laporan   keuangan 

pemerintah daerah. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran. Kualitas Sumber Daya Manusia  

berpengaruh terhadap Efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah, Kualitas 

Sistem Informasi berpengaruh terhadap efektifitas Pengelolan Barang Milik 

Daerah serta Kualitas Sumber daya Manusia dengan Kualitas Sistem Informasi 

berpengaruh terhadap Efektifitas Pengelolaan barang Milik Daerah yang 

dimoderasi oleh Komitmen Pimpinan. 

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan situasi 

dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi 

lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. 

Stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991) mengasumsikan bahwa adanya 

hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dengan Kualitas 

Sumber daya manusia yang baik serta kualitas sistem informasi dengan didorong 

oleh komitmen pimpinan maka pengelolaan Barang Milik daerah akan lebih 

fektif. Penentuan tujuan seseorang dipengaruhi oleh dengan motivasi seseorang 

dalam pencapaian kinerja yang akan dicapai. Teori implementasi kebijakan 

publik (Edward III, 1980) menyatakan bahwa salah satu variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan dalam implementasi 

sebuah kebijakan adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun 

fasilitas dalam bentuk sistem informasi dan struktur birokrasi. 
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Sugiyono  (2013)  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  kerangka  konsep 

akan  menghubungkan  secara  teoritis  antara  variabel-variabel  penelitian  yaitu 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Kerangka konseptual yang 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah 

dapat dilihat pada gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran  
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dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel independennya terdiri 

dari kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi. Sedangkan variabel 

dependennya adalah manajemen aset. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar 

menyatakan bahwa secara bersama–sama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan 

sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Sedangkan secara parsial 

kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara 

dua variabel bebas lainnya yaitu regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen aset. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) yang berjudul “Sumber 

Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas 

Pelaporan Aset Daerah”, yang dipilih sebagai variabel independennya adalah 

kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan tekonologi informasi. 

sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan aset daerah. Dalam 

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

aset daerah. Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi 

informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD. 

Halim (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen 

Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan 

secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada 
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai 

Kepulauan. 

Darno (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja 

Wilayah Kerja KPPN Malang). Variabel independen pada penelitian ini adalah 

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Barang Kuasa 

Pengguna. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan barang kuasa pengguna. Satuan kerja harus mengelola sumber 

daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk 

meningkatkan kualitas laporan barang kuasa pengguna. 

Penelitian Simamora dan Halim (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi  Pengelolaan  Aset  Pasca Pemekaran  Wilayah  dan  Pengaruhnya 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan”, 

menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia, Bukti Kepemilikan 

Aset, Penilaian Aset, Komitmen Pimpinan. Variabel intervening dan variabel 

dependen penelitiannya adalah pengelolaan aset dan kualitas laporan keuangan, 

seluruh   faktor   tersebut   berpengaruh   terhadap   kualitas   laporan   keuangan 

pemerintah daerah. 
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3.1.2. Pengembangan Hipotesis  

3.1.2.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Dalam teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) dijelaskan 

bahwa  sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan 

yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh 

karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten 

dibidangnya.  

Kualitas  aparatur  daerah  adalah suatu  standar  yang  harus  dicapai  oleh 

aparatur daerah dalam hal ini pejabat/ pegawai yang terlibat dalam pengelolaan 

Barang Milik Daerah   untuk   melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah 

secara profesional, efektif, dan efisien. Seharusnya dengan adanya aparatur yang 

berkualitas dalam pengelolaaan Barang Milik Daerah maka akan menghasilkan 

pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih baik. 

Haryanto (2013) memperoleh hasi penelitian yang menunjukkan bahwa  

kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

aset daerah. Darno (2012) juga dapat membuktikan bahwa Kemampuan sumber 

daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa 

pengguna. Satuan kerja harus mengelola sumber daya manusia dan memanfaatkan 

teknologi informasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan barang 

kuasa pengguna. 

H1 :  Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap 

Efektivitas Pengelolaan BMD 
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3.1.2.2 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 Dalam teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) dijelaskan 

bahwa  Fasilitas merupakan variabel penting keberhasilan implementasi kebijakan 

publik.  Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang 

harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi 

tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil.  

Sistem informasi adalah salah satu bentuk sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam  manajemen Barang Milik Daerah, yang merupakan sebuah 

rangkaian/ proses formal dalam pengelolaan BMD sesuai prosedur dimana data 

BMD   dikelompokkan,   diproses,   dan   dituangkan   dalam   laporan   BMD. 

Penggunaan SIMDA-BMD seharusnya bisa meningkatkan kualitas pengelolaan 

barang milik daerah karena proses pengelolaan barang daerah meliputi 

perencanaan,  pengadaan,  penatausahaan,  penghapusan  dan  akuntansi  barang 

daerah bisa dilakukan secara komputerisasi dan terintegrasi. 

Hasil penelitian Azhar, et al. (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi 

berpengaruh terhadap manajemen aset. Hasil penelitian Haryanto (2013) juga 

membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Sedangkan Darno (2012) juga 

membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna 



 

35 

 
 

H2 :  Kualitas Sistem Informasi  berpengaruh positif terhadap Efektivitas 

Pengelolaan BMD 

3.1.2.3 Peranan Komitmen Pimpinan  sebagai pemoderasi  hubungan  antara  

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi 

terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen. Karena 

adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan 

untuk memimpin dan dipimpin. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan 

diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan 

memperkuat otonomi daerah. Era Otonomi daerah ini menuntut adanya 

keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur 

negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan. Harus diterima bahwa 

peranan kepemimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian 

efektifitas  kepemimpinan  dari  seorang  pemimpin  merupakan  suatu  hal  yang 

sangat didambakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan 

kepemimpinan tersebut.  

H3 :  Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya 

Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD 

H4 :  Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Informasi  

terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD 
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H5 :  Komitmen Pimpinan Berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan 

BMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


